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WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NO
MOR Y vanuN 2010

TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan periu disusun Sistem dan Prosedur Pemungutan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Bada'n
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara e
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3684); —
hun 1997 tentang Penagihan
Un'dang-Undaﬂg ST;::orp:EsaTa(Lembara“ Negara Republik
Pajak [-)eng;r;n 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Indonejsla T: esia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah
Republik IndOn “Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
dengan Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
Perubahan Ata';an pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
tentang Pen;ﬁ:( indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Negét‘)far:: ’i:ll::gara Republik indonesia Nomor 3987);
Lemba

hun 2002 tentang Pengadilan
Nomor 14 Ta
Undang-Undang

Negara Republik Indonesia Tahun 2092
oy (Lem:'ar;:rt‘)ahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 27, 18

Nomor 4189);
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Undan8"Unda
Ng No
Negarg (Lembara Mor 17 Tahy

n 2003 tentan Keuangan
N Negara Repy - -

omor 47, Tambah blik Indonesia Tahun 2003
Nomor 4286 ). o Lembaran Negara Republik Indonesia
Undang-

Indonesia Nomor 4844);

::: a,: g-L.Jnda‘ng Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
etribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2909 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 13

Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 40492);

5 Tahun 2000 tentang Tata

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota

Magelang Tahun 2008 Nomor 2);

peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun %005%
o Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi

ga'nzngaerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008
in

Nomor 4);

Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009
et pokok-pokok  Pengelolaan  Keuangan Daerah
tentang

(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 2);
em

rah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2010
pEtoel 75 ehan Hak atas Tanah dan Bangunan

perol ]
tenta;gras‘i;’aerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor  );
(Lemba
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MEMUTUSKAN:

pkan . PERATURAN WALIKoTA

PEMUNGUTAN BE
BANGUNAN,

|>ER0TLE‘\ITANG SISTEM DAN PROSEDUR
EHAN HAK ATAS TANAH DAN

BAB |
KETENTUAN Umupm

Pasal 1

ngan:
pDaerah adalah Kota Magelang.

pemerintah Daerah adalah Walikota d
an >
penyelenggara Pemerintahan Daerah, perangkat Daerah sebagai unsur

Walikota adalah Walikota Magelang,

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuan
DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan
Magelang.

gan Daerah, yang selanjutnya disingkat
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota

Kepala DPPKD adalah Kepala DPPKD Kota Magelang.
Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Magelang.
Kepala Kantor Pertanahan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (RUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha

tetap.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB,
adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa

Perolehan Hak atas Tanah dan/ ah dan/atau bangunan oleh

hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tan
orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bang -

pengelolaan, beserta bangunan dlstasrllvna;n

undang di bidang pertanahan dan bangufiet: | |

Waii . ribadi atau Badan, meliputi pemPayar pajak_, EemOtong'

p;"l': Zajak adalah C;ra:jgal‘: yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
jak, dan pemungut pajak;

erpajakan daerah.
rundang-undangan P
dengan ketentuan peraturan pe Ldalah pihak yang berwenang

unan adalah hak atas tanah, termasuk hak
bagaimana dimaksud dalam undang-

; lang,
Pejabat Pembuat Akta Tanah/PEJ:::t aLteaS ﬁ'anah dan/atau Bangunan yang
: indahan
Menerbitkan Akta Pem Magelang.

Mempunyai wilayah kerja di Kota ot fungsional Yang ditunjuk untuk menerima,

dan mempertanggungjawabkan uang
pgD pada DPPKD Kota Magelang.

Bendahara penerimaan adalah pej2

Menyimpan, menyetorkan, ——
Pendapatan daerah dalam rangka pela



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

.

24,

25,

Surat ::etetapan Pajlak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah
surat gtetapan pa.lak _Vang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya
dengan jumiah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumiah kelebihan pembayaran

pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat
dalam Surat Setoran Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak
Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Ku.rang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah

Lebih Bayar yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Akta Pemindahan Hsk atas Tanah dan/atau Bangunan adalah .dokume'n legal
penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke

pihak lain. . _
an kegiatan mulai dari penghimpunan data

besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan
pengawasan penyetorannya.

Pemungutan adalah suatu rangkal
obyek dan subyek pajak, penentuan
penagihan pajak kepada Waijib Pajak serta
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BAB ||
RUANG Lingkyp

| Pasal 2

sistem dan Prosedur Pemy

harus dilakukan dalam mezg::z B,:HTB mencakup seluruh rangkaian proses yang
» Menat

BPHTB. Susahakan, dan melaporkan penerimaan

prosedur sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) meli
puti:

a.  prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tan
a

h dan/atau Bangunan;
b.  prosedur pembayaran BPHTB;

c.  prosedur penelitian SSPD;

d.  prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

e.  prosedur pelaporan BPHTSB;
f.  prosedur penagihan BPHTB;
g.  prosedur pengurangan BPHTB.

Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur penyiapan

rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan sekaligus
penghitungan BPHTB.

Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf (b)
adalah prosedur pembayaran BPHTB yang terutang yang dilakukan oleh Wajib
Pajak dengan menggunakan SSPD.

Prosedur penelitian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah
prosedur penelitian yang dilakukan DPPKD atas kebenaran dan kelengkapan SSPD

dan dokumen pendukungnya.

Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur pendaftaran akta ke

Kantor Pertanahan dan penerbitan akta oleh PPAT.

Prosedur pelaporan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf @ adalah

prosedur pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak.
gaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah

P ihan BPHTB seba ,
rosedur penagihan 5 dan Surat Teguran yang dilakukan

prosedur penetapan STPD, SKPDKB, SKPDKBT,

oleh DPPKD.
dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah

ebagaimana
Prosedur pengurangan BPHTB sebag  atas pengajuan pengurangan BPHTB

prosedur penetapan persetujuan/penolaka
yang diajukan oleh Wajib Pajak-



(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

Untuk melaksanakan sister dan proseq
DPPKD harus mempersiapkan e ur sebagaima

a.  Fungsi Pelayanan dap Pengolah

g N dimaksud dalam Pasal 2,
yang dibutuhkan dengan, meliputi:

Data;

b.  Fungsi Pembukuan dan Pelaporan:

c. Fungsi Penagihan.

i-fungsi i ;

Fungst i s<tabakgta|mana dimaksud Pada ayat (1) dipersiapkan dengan
esuaikan ‘o

menv_ SUruktur organisas; Pada DPPKD sesuai d

fungsinya. engan tugas pokok dan

bertugas melakukan interaks; dengan
pemungutan BPHTB seperti dalam proses
BPHTB dan mengelola data base terkait o

Wwajib pajak dalam tahapan-tahapan

penelitian SSPD dan proses pengurangan
bjek BPHTB.

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB berdasarkan
data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

Fungsi Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ bertugas untuk

melaksanakan penagihan kepada Wajib Pajak atas SSPD yang kurang/tidak dibayar,
SKPDKB, dan SKPDKBT.

Fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan menyesuaikan
dan mengoptimalkan struktur organisasi DPPKD sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya selaku pengelola pendapatan daerah.

BAB IlI
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB

Bagian Kesatu

Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 4

mindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Wajib Pajak mengurus Akta Pe . |
) atau Pejabat Lelang sesuai peraturan

melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT
perundangan.

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang melakukan
BPHTB yang haknya dialihkan.

penelitian atas objek

pasal 5
Waiib Paiak hitung dan mengisi SSPD yang disiapkan oleh Pejabat Pembuat
Jib Pajak meng

Akta Tanah (PPAT). a5 Tanah dan/atau Bangunan adalah

; an Hak at ;
ta pemindah tidak terpisahkan dari Peraturan

Ta n Ak
ta cara pengurusa Lampiran | Yang

sebagaimana tercantum dalam
Walikota ini.
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Bagian Kedua

Pembayaran gpyrg
Pasal 6
ajib Pajak melakuk
Waj an pembayaran BPHTB yang ¢
SSPD érutang dengan menggunakan

pembayaran sebagaimana dimaksug

ad : . . 2
Bendahara Penerimaan pada DPPKD Kzta :Azzaetla(l) i b R
ng.

Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wa

, jib Paj .
dalam Lampiran Il yang tidak terpisahkan K adalah sebagalmana tercantum

dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Penelitian SSPD

Pasal 7

Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data
DPPKD .

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.  kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD; dan
b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD.

Jika diperlukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan pemeriksaan lapangan.

Tata cara penelitian SSPD oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 1ll yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Pendaftaran Akta Pemindahan Hak

Pasal 8

Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran pemindahan

Hak atas Tanah dan/atau bangunan ke Kantor Pertanahan.

DPPKD dapat melakukan kerjasama dengan Kantor Pertanahan dalam rangka

pendaftaran Pemindahan Hak.

Tata cara pendaftaran Akta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
pelaporan BPHTB

pasal 9

i bukuan dan Pelaporan pada
, oleh Fungs! Pem
Pelaporan BPHTB dilaksanakan
DPPKD.



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

{2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

al
perikutnya. Paling lambat Pada tanggal 10 (sepuluh) bulan

:{gf;gsa't;’:‘;‘-:;::ag:jﬁt?e'ap_é.riar.\wmenerima laporan pembuatan akta Perolehan
3 N/atau Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah paling
lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya

Tata cara pelaporan Akta adalah sebagaimana ter

. cantum dalam Lampiran V yan
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. P yane

Bagian Keenam
Prosedur Penagihan BPHTB

Pasal 11

Prosedur penagihan BPHTB dilakukan untuk menagih BPHTB yang terutang yang
belum dibayar/kurang dibayar oleh Wajib Pajak.

Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
penetapan STPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.

STPD, SKPDKB, SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan
Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan.

Tata cara penagihan BPHTB sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh
Prosedur Pengurangan BPHTB

Pasal 12

Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Fungsi
Pelayanan dan Pengolah Data DPPKD untuk diteliti.

Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

. E n.
dengan ketentuan peraturan perundang undanga

Tata cara pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vil

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
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BAB |v
FASILITAS)

Pasal 13
) Kepala DPPKD melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Walikota ini
ini.

Pada ayat (1) mencaky
iran

@) Fasilitasi sebagaimana dimaksud
menyempurnakan Iampiran-lamp

P mengkoordinasikan,

dse, Tkl T S€suai  dengan ketentuan perundang-
.un 2 : . N sosialisasj, supervisi dan bimbingan teknis serta
memberikan asistensi untyk kelancaran

Penerapan Peraturan Walikota ini.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota

int dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal

WAL MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di  Magelang
Pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
PIt

I
AZIS KGUS SURYPQ}(S

NOMOR 44



PERATURAN WALIKOTA MAG ELANG
TAHUN

menyiapkan formulir SSPD dan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan.

Dalam prosedur ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memeriksa kebenaran dan
kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek dokumen dan data terkait objek BPHTB di

Kantor Pertanahan.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB atas hak atas tanah
dan/atau bangunan yang diperolehnya. Dalam prosedur ini Wajib Pajak menyiapkan

dan menyerahkan dokumen pendukung terkait pemindahan hak atas tanah

dan/atau bangunan kepada PPAT.

2. DPPKD R
Dalam prosedur ini, DPPKD berkoordinasi dan bekerja sama dengan alam

Penyiapan SSPD.



3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

4. Kantor Pertanahan

Dalam prosedur ini, Kantor Pertanahan menyediakan data yang dibutuhkan PPAT
terkait pemeriksaan objek Pajak.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
Langkah 1 :

Wajib Pajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan mempersiapkan dokumen
pendukung terkait dengan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dokumen
pendukung ini menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan hak atas tanah dan/bangunan
antara kedua belah pihak. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli,
surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang pada dasarnya menyatakan telah terjadi
pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini juga dapat
disertai dengan dokumen pendukung lainnya.

Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT. Wajib Pajak menyerahkan permohonan

pengurusan akta kepada PPAT dilampiri dengan dokumen pendukung terkait perolehan hak

atas tanah dan/atau bangunan.

Langkah 2 :

PPAT menerima permohonan pengurusan akta dan dokumen pendukung perolehan hak

atas tanah dan/ateu bangunan dari Wajib Pajak PPAY Gk memex(isa, KREKapR
Jika dokumen pendukung yang diterima telah lengkap,

dokumen pendukung yang diterima.
i ° pemeriksaan data objek BPHTB kepada Kantor

PPAT kemudian mengajukan permohonan

Pertanahan.



Langkah 4 :

PPAT menerima data objek BPHTB dari Kantor Pertanahan. PPAT kemudian memeriksa

kebenaran data objek Pajak dengan membandingkan dokumen pendukung perolehan hak

atas tanah dan/atau bangunan dan datg objek BPHTB dari Kantor Pertanahan. Jika

diperlukan, PPAT dapat melakukan pengecekan objek BPHTB dengan melakukan observasi
lapangan.

Langkah 5:

PPAT menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dokumen ini
merupakan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang belum

ditandatangani oleh PPAT. PPAT kemudian menyimpan draft Akta Pemindahan Hak atas

Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 6 :

Berdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima formulir SSPD dari DPPKD.

Langkah 7 :

Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek Pajak terpenuhi, maka PPAT
menghitung nilai BPHTB yang terutang. PPAT kemudian mengisi informasi objek Pajak dan
nilai Pajak yang terutang ke dalam formulir SSPD. Setelah mencantumkan seluruh informasi
vang dibutuhkan, PPAT lalu menandatangani SSPD. SSPD merupakan surat yang
uk melakukan pembayaran atau penyetoran BPHTB

dipergunakan oleh Wajib Pajak unt

yang terutang ke Bendahara Penerimaan DPPKD dan sekaligus untuk melaporkan data

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. sSPD terdiri atas 6 lembar, dengan perincian

sebagai berikut :



» Lembarl:

Untuk Wajib Pajak.
» Lembar2:

Untuk PPAT sebagai arsip,
» Lembar3:

gaila
» Lembar4 : P3N Permohonan pendafaran
Untuk Fungsi Pelaya
" Yanan dan Pengolah Data pppy i
penelitian SSPD. D sebagai lampiran permohonan

» Lembar5:
Untuk Bendahara Penerimaan se
» Lembar6:
Untuk Bendahara Penerimaan
Pelaporan DPPKD.

bagai arsip,
sebagai
3gal laporan kepada Fungsi Pembukuan dan

Langkah 8 :
PPAT menyerahkan SSPD ¥ang telah diisi kepada Wajib Pajak

Langkah 9 :
Wajib Pajak menerima SSPD yang telah diisi dari ppAT.

D. BAGAN ALUR

Wajib Pajak mengurus Akta PPAT meneri
Pemindahan Hak Atas Tanah dan » h darimv: iib
Bangunan ke PPAT disertai i Pajak dan Mum:"
dokumen pendukung pendukung
PPAT memeriksa data terkait
objek pajak ke Xantor A __—'ﬁ
Pertanahan

Xantor Pertanahan menyedlakan
data yang dibutuhkan PPAT

PPAT menyusun dan
menyimpan draft Akta 4+——
Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan

DPPKD
menyediakan
Formulir SSPD

‘ ‘
Formulir SSPD PPAT menghitung BPHTB
tang dan
diterima oleh PPAT ————P yang Terutang

—_——_—J mempersiapkan SSPD

Waijib pat - PPAT dan Wajib Pajak
Wb Pajak menerima sspp guna | o menandatangani SSPO
Proses Selanjutnya




Lembar 1

AT
(MERINTAH Berfungs! juga sebagyi 5y raq p AS TANAH DAN BANGUNAN Untuk WP
ut:T‘ MAG Surat Pemberitahyap, Objeke:)-t)?tahuan Pajak Daerah (SPTPD) sert sebagai Bukti
%12k (SPOP) pyj i e Pembayaran
DINAS PENDAPATAN DAN pg ) Paijak Bumi dan Bangunan emiy

.......................
....................
.........
....................

1

2. AamatWajibPajak . .

3. Kelurahan/Desa ........ 4 RT/RW ............

6.  Kabupaten/Kota st L . i
— T 7. Kode Pos

.....
.............
......................
..................

s f:::::,-ekpajak :[:' ENRRNN EED O 010 O

3. Kelurahan

............................................... 4 RT/RW
5, Kecamatan 6. Kota
penghitungan NJOP PBB
Uraian - s NIOP Pea/m?
{ diisi luas tanah dan/atau bangunan (diisi berdasarkan speT pag tahun Luas x NJOP PBB/M
yang haknya diperoleh) terjadinya perolehan hak/tahun.....)
Tanah (bumi) 7. M | 9. (Rp. 11. Rp. Angla 7xargka 9
Bangunan 8 M? | 10. (Rp. 12. Rp. Angia Bx Angka 10
NIOPPBB: | 13. Rp. PR AR
14. Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
15,  Harga Transaksi / Nilai Pasar + | Rp.
16. Namor Sertifikat Tanah : T
C. PENGHITUNGAN BPHTB (hanya dilsi berdasarkan Penghitungan Wojib Pojak} Beiom Ripiah
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) ol i
= , 2 |»>
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
et -ongka2 | 3 P
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak { NPOPKP) ooy
[ ka 3 4 b
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang s »
A 4 50% x angka 4 5
Pengenaan 50% karena Waris/Hibah Wasiat/Pemberian Hak Pengliahii) 2 - [
—— [}

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang

(beri tanda silang ~x* pada kotok yang sesuai)

D. Jumlah Setoran Berdasarkan
a.  Penghitungan Wajib Pajak

:’ b. STPD/SKPDKB /SKPDKBT *)

U:l % Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor :
D ¢ Pengurangan dihitung sendiri menjadl :

\Q_L ....................................... S

engan huruf) :
JUMLAH YANG DISETOR (dengan Angka) : e

/

Rp.
: gy A /
TABAYARAN tgl..
~ - SITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBRT WAJIB PAJAK / PENYETOR
ME 2 O
iy NGETAHUI Tanggal : e
/NOTARIS/KEPALA KANTOR
LELANG/PEJABAT LELANG®)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan

empel dan Tand2 Tangan

\ v g3 Nama Lengkap: Register: St
N
%emvel dan Tanda Tangan




AT Lembar 2
Berfungsijuga sebag sur AS TANAH pAN BANGUNAN Untuk PPAT

ngEIiIHTAH P .
GELANG Surat P : emberitah
e g g )
DINAS PENDAPATAN DAN I dan Bangunan
PENGELOLAA
N KE
Wmdaﬁ Petunjuk Pengisian padq halamgp belakang jembaqr inl :::NGAN A KA RN
| PR —
1 NamaWajib Pajak ot ke dabu,
2 MamatWajibPajak  :
3. Keluahan/Desa ;e
........................... 4. .
6 Kabupaten/Kota T RTRW e 5 Kecamatan @  ..occocceecenvensinsiens
l ——— T, 7 Kod@POS  §  cccsmmscrsassens

5 1  NOPPBB

z: Letak Objek Pajak :I:] E]] D:D D:D U_Jj [ | I | I D

...............

3. Kelurahan

& RW & e
S. Kecamatan 5. Kot
. Kota
penghitungan NJOP PBB
Uraian s NIOP Pag/M"
( diisl luas tonah dan/atau bangunan (dilsi berdasarkan SPPT PBB tahun e
yang haknya diperoleh) terjadinya perolehan hak/tahu......)
Tanah (bumi) 7. M |9 |Rp. 11. Rp. Angha 7 xangka 9
Bangunan 8. M? | 10. (Rp. 12. Rp. AN R gl 50
NJOPPBB: | 13. Rp. A L1 E NP L1
14, Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
15. Harga Transaksi / Nilai Pasar - Rp.
16.  Namor Sertifikat Tanah
C.  PENGHITUNGAN BPHTB (hanya dlis! beroasarkan Penghitungan Walib Pojak) Dalam Rupiah
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) >
2

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)

——

angka 1-angka 2 3

Jii Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP)

viv Y|V V|V

4
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang 5% x angka 3
5
Pengenaan 50% karena Waris/Hibah Wasiat/Pemberian Hak pengelolaan®| 50% x angka 4
e 6

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang

> (beri tanda silang X" pada kotak yang sesuai)

Jumiah Setoran Berdasarkan
a.  Penghitungan Wajib Pajak
:] b. STPD/SKPDKB /SKPDKBT *)

likota Nomor ;
iri jadi: % Berdasarkan Peraturan Wa
D ¢.  Pengurangan dihitung sendiri menjadi: D:J

d. ...........................................
\E (dengan_huruf):
/

JUMLAH YANG DISETOR (dengan Angka) :

;f%MBAYARAN L tgl.... ‘
[ —— =R MA OLEH ?TEMPAT ) WAUIB PAJAK / PENYETOR

DITERI -----
MENGETAHUI : Tanggal : e
PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR angg
LELANG/PEJABAT LELANG")

Tempe! dan Tanda Tangan Nama Lengkap dan Tanda Tangan

Nama Len| kap, Re ster, S
Nama Lengkap, Stempel dan Tanda Tangan




Lembar 3

Untuk

Kantor
Pertanahan

Alamat Wajib Pajak

1
2
3. Kelurahan/Desa
6

4
. Kabupaten/Kota D i AL - 5 Kecamatan : ....ooceeeceereneeenenes
| e \\ 7. Kode Pos = TR TR
g. 1. NOPPBB :]:D D] D:D EI:
2.  Letak Objek Pajak e, u I j [—I I ] 1 D
3. Kelurahan . o
................................. 4. RT/RW
5. Kecamatan T
L . 6. Kota ¢
Penghitungan NJOP PBB
Luas !
Uraian { dilsi lus tanah d i
”": “:"kn ‘"’/‘ atau bangunan (diisi berdasarkan SPPY PBB tahun Luas x NJOP PoB/M?
yang haknya diperoleh) terjadinya perolehan hak/tahun......)
Tanah (bumi 7.
(bumi) M |9 |gp 11. Rp. ArgiaT gy
Bangunan 8. M? | 10. |Rp. 12. Rp. el ot
NJOPPBB: | 13. Rp. e il
14.  Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
15.  Harga Transaksi / Nilai Pasar : Rp.
16.  Nomor Sertifikat Tanah
C.  PENGHITUNGAN BPHTB (hanya dlisi bercasarkan Penghitungan Walib Pajak) Dolom Rupiah
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) 2 g
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak {NPOPTKP) I
Nilai Perolehan Obiek Pajak Kena Pajak { NPOPKP) ogri-—ote? | 3 &
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang | 5% x angka i ol 4
Pengenaan 50% karena Waris/Hibah Wasiat/Pemberian Hak Pengelolaan S ag s
6 [P

L&"ian Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang
{beri tanda silang “X* pada kotak yong sesuai)

D. Jumlah Setoran Berdasarkan

a.  Penghitungan Wajib Pajak
I:I b. STPD/SKPDKB / SKPDKBT *)

iri jadi: %  Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor :
D ¢ Pengurangan dihitung sendiri menjadi : Uj

d' ppmaemee IS TEELL bl
\\ e —————
ruf] :
JUMLAH YANG DISETOR {dengan Angka) : {dengan_hu f) /
1
—— —/
MENGETAHUI : o
PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR
LELANG/PEJABAT LELANG®)
\ e | — xap, Register. stempel dan Tanda Tangan Nama Lengkap dan Tanda Tangan
Nama Lengkap: p
Nama Lengkap, Stempel dan Tanda Tangan L__f-i/l/




SURAT
SETORAN PAJAK pagRA
BEA PEROLEHAN H H (SSPD) Lembar 4
" - AK ATAS TANAH DA Untuk
e;fungsu Juga sebaga; Surat Pempe itah s BANGUNAN (g
ura : rita :
t Pemberitahyan Objek Pajak (SPC‘)‘;)“PPBBR Daerah (SPTPD) serta Pelayanan dan
/ 3jak Bumi dan Bangunan Pengolah Data
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELO N St DPPKD
| ATIAN : Bacalah Petunjuk Penglsian pada hafer LAAN KEUANGAN DAERAR KOTA MAGELANG
—E’_‘__’_____ on belakang lembar ) terlebih dahu)
o 1 NamaWajib Rajak N
2 AMamatWajibPajak o,
3. Kelurahan/Desa ;T
.............................. 4. RT
5. KabupatEH/KOta ....................... /Rw ............ 5. Kecamatan @ .cceeecncccssssesanane
L 7. Kode POS @ cccccevecreseneeinnns
g 1.  NOPPBB D] D:D [:I:El
2.  LletakObjekPajak ... . Ll ‘ W l I I | ] D
Kelurahan
RS B el A RTRW : ..
5. Kecamatan 6. Kota
penghitungan NJOP PBB
psn Luas NJOP PBB/M?
( dilsi luas tanoh dan/atay bangunan (diisi berdasarkan SPPT P88 tahun Luas x NJOP PBB/M?
yang haknya diperoleh) terjodinyo perolehan hak/tohun......)
Tanah {bumi) 7. m? 9, Rp. 11. Rp. Angka 7 x angha 9
Bangunan 8. M? | 10. |Rp. 12. Rp. Angia 8 xAngia 10
NJOPPBB: | 13. Rp. Argha 11+ Argia 12
14.  Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
15. Harga Transaksi / Nilai Pasar Rp.
16.  Nomor Sertifikat Tanah
C. PENGHITUNGAN BPHTB (hanya diis! berdasarkan Penghitungan Wojlb Pajak) Dalom Rupiah
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) 9
>
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) .
—
; = 3 |
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP) angkud~angind
ka 3 4 |
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang | 5% xangxa
. ; an Hak Pengelolaan®] 50% x angka 4 5 |™
maan 50% karena Waris/Hibah Wasiat/Pemberian Ha >
&
@]ehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang —_— -
~ pada kotak yang sesudi)
D.  Jumiah Setoran Berdasarkan (beritanda sllang X" Paco ™o
D 3.  Penghitungan Wajib Pajak
b. PDKBT *) o _
!:\ Sl e AT | l g  Berdasarkan Peraturan Waiikets Newwar -
l:] ¢.  Pengurangan dihitung sendiri menjaci: _
LT im0 )
i _

JUMLAH YANG DISETOR (dengan Angka) :
s e it

Rp.

e

e

MENGETAHUI :

PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR
LELANG/PEJABAT LELANG®)

DITERIMA OLEH : TEMPAT PENMBAYAZAN

............
...........
.......
......
......

= < . Gat ".r...‘.:;_.- g
Nama Lenghap, Ragst=r, Stefet E >

\
s Lengkap, Stempel dan Tanda Tangan




BEA PEROLEHAN AAK DAERAH (sspp) Lembar 5
Berfungsi juga seba K ATAS TANAH DAN BANGUNAN Untuk Bank /
Surat Pembeﬁtahg:' Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Bendahara Penerimaan
- uanObiekpajak (spopy Pajak By {SPTPD) serta Sebagal Arsip
INAS PENDAPATAN DAN P_EEEEQTAT e D RRA B
HATIAN : Bocalah Petunjuk Pengisian pada halaman belak KEUANGAN DAERAH KOTA MAGELANG
| ang lem,

bar in} terleblh dahujy,

1.  Nama Wajib Pajak

2. Letak Objek Pajak

A 1 NamaWajibPajak .o s S
2. Alamat Wajib Pajak R — T Sl
s walursian/oes T —
............................ 4. RT/RW
. Kabupaten/Kota . _ ; 5 Kecamatan
L— 7. KOEPOS  :  oocoessmssssssnnen
g. 1.  NOPPBB DD ED ED] D

.............

3, Kelurahan e ——_——— 4. RT/RW
. . ) A
penghitungan NJOP PBB
Uralan Luas NJOP PBB/M?
{ dlisi luas tanah dan/atau bangunan (diisl berdasarkan SPPT PBS tahun Luas x NJOP Peg/m’
yang haknya diperoieh) terjadinya perolehan hak/tahun.....)
Tanah (bumi) 7. M? (9. [Rp. 11. Rp. AR 1X I
Bangunan 8. M2 | 10. (Rp. 12. Rp. RERIEIS I
NIOP PBB: | 13. Rp. Argta 11+ Argha 12
14.  Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
15.  Harga Transaksi/ Nilai Pasar Rp. J
16. Nomar Sertifikat Tanah
C. PENGHITUNGAN BPHTB (hanya dis! berdasarkan Penghitungan Wojlb Pajok} Dalam Rupiah
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) !
2

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)

>

>

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP) angka 1-angka 2 3 >

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang 5% x angka 3 4 |>
Pengenaan 50% karena Waris/Hibah Wasiat/Pemberian Hak pengelolaan®| 50% x angka 4 5 (P
S =

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang

D. Jumlah Setoran Berdasarkan (beri tanda silang ~x* pada kotak yang sesuai)

a.  Penghitungan Wajib Pajak
D b. STPD / SKPDKB / SKPDKBT *)
D . Pengurangan dihitung sendiri menjadi :

Dj %  Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor :

arnnares

-

an huruf) :
JUMLAH YANG DISETOR (dengan Angka) : (deng

/

/

WAJIB PAJAK / PENYETOR

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

— DITERIMA QLEH: TEMPAT PEMBAYARAN
MENGETAHUI : e
“ Al 2 conneee
PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR Tangg
LELANG/PEJABAT LELANG*)
i Stempel dan Tanda Tangan
— s Nama Lengkap: Register,

Nama Lengkap, Stempel dan Tanda Tangan




Surat Pembe

Walah Petunjuk

Nama Wajib Pajak .

A.
Alamat Wajib Pajak

.......
........

Kelurahan/Desa

1
2
3.  Kelurahan/Desa . _
6 Kabupaten/Kota
/_-—t

NOP PBB

B 1L

2. Letak Objek Pajak

3.  Kelurahan
5.  Kecamatan

Penghitungan NJOP P3B

SURAT SETORAN
BEA PEROLEHAN i

Berfungsi jugs se

Hahuan Objek py;
DINAS PENDAPATAN DAN

...............

PAJAK DAERAH
AT

bagal Syrat Pe

(SSPD)

mberitahuan P

ak (SPOP) p

AS TANAH DAN BANGUNAN

afjak Daerah (SPTPD) serta
ajak Bumi dan Bangunan

Lembar 6

Untuk Bank /
Bendshara Penerimaan

(sebagal laporan )

Inl terlebih dahyyy,,

PENGELOLAR
AN K
Fenaisian pad halaman beiagany lembar EUANGAN DAERAH KOTA MAGELANG

................
.............
.................
..................

.............

..........
..........
............
...........
..........
..................

..........
...................

................
..............

............................

.............
...................

Luas
Uralan

{ dlisi luas tanah dan/atay bangunon
yang haknya diperolen)

NIOP pRB/M?

(dilsi berdasarkan SPPT P88 tahun
terjadinya perolehan hak/tahun......)

Luas x NJOP PBB/M?

Tanah (bumi)

2
M |9 [Rp 11. Rp.

* | Angka 7 x angha 9

Bangunan

M | 10, |Rp.

12. Rp.

Angks B x Angka 10

14,
15.  Harga Transaksi / Nilai Pasar

16. Nomar Sertifikat Tanah

Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

NJOPPBB: | 13. Rp.

Angia 11 « Angia 12|

C. PENGHITUNGAN BPHTB (hanya dlisi berdasarkan Penghitungan Wajlb Pajak)

Dalam Rupleh

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak { NPOPKP)
H—&.—;

angka 1-angka 2

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang

5% x angka 3

=
Pengenaan 50% karena Waris/Hibah Waslat/Pemberian Hak Pengelolaan
\

50% x angka 4

v | & Ww

\IRARARAR AL

0. lumiah Setoran Berdasarkan
a.  Penghitungan Wajib Pajak

D b.  STPD/SKPDKB / SKPDKBT *)
e
T

\

!UMLAH YANG DISETOR (dengan Angka)
Rp.

\

MENGETAHUI :
PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR
LELANG/PEIABAT LELANG*)

By

whan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang

{beri tanda silang "w*

Pengurangan dihitung sendiri menjadi :

pada kotak yong sesua i)

[:l:] % Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor :

-......u---....u--------uum--u.----.u-..-...

......
.......
.......
..........
--------
.....
------
......

o o e

WAIIB PAJAK / PENYETOR

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

N\ e
%mpei dan Tanda Tangan_~

male Tangan
N Kap, Reglster,Stempeldan Tanda Tang
ama Lengkap:




P

Ev
“AUUK PENGISIAN 557 _ gy
gormulir SSPD ini terdiri dari 6 (ena B

m) Lembar, Lemp,
tuk Kantor Perta * Smbar 1 ynt iib Pa:

Lembar 3 un it nahan. Kota Magelang. g Uk Wajib pajay sebagai Buky p
untuk Arsip Bank/Bendahara Penerimaan; Lemygy g " & Untuk Fungs] perey o<t PéMbayaran; Lembar 2 untuk PPAT;
dan Pelaporan DPPKD. Untuk Laporan “‘"“/aenua:, nan dan Pengolah Data DPPKD; Lembar 5

sl SSPD ini Gengan huruf cetak kapital atay gy " Penetimaan kepada Fungsi Pembukuan
: atu) SSPD untuk set;
;;urnr::::l 1' :ls d:pat - di;i:::a s:t?m. :an Setap jenis perolehan hay -

0 : s

penghitungan Wajib Pajak. e anah dan/atau bangunan.

A Diisi dengan data Waiib Pajak
HURUF Angka 1s/d angka 7 cukup Jelas,

aran atas sua
W pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran

data dan jenis peroleh.
yes Diisl densa.n Perolehan hak atas ¢
HUR Angka 1 Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NoP) nr:;ht::::h“ bangunan
Angka 25.d angka 6  Diis dengan letak tanah danjhe oo 225 5P
Angka 7 s.d angka 13 Merupakan tabel untyk pe“'h“‘-lngang,:;g: yang
Pada kolom angka 3 dan 10ag 2
Dalam hal NJOP pgp belum ditets
Keterangan NJOP pgg yang dil::,-t;phn /belum ada SPPT PBB an,

PT PBB atas tanah dan ata
uban
haknya g oleh, Bunan yang bersangkutan,

s tanah dan/atay

Angka 14 Diisi dengan kode jenis perolehan hak atas mn::ad::I::n’;:: ::::ntama Mg

gal berikut;

FTenI:EEEhh:k Kode WW} Jenls Perolehan Hak Kode
vt PP I el I B :
:T;:aarh Menukar gg B ;::i“s;::n hak yang  mengakibatkan = : :'me hak Rumah Sederhana Sehat dan Rss B
- Hibah Wasiat 04 - Penunjukan pemberi dalam lelang g . l:::';':n:m ) =
- Wars o5 | - ::n'::f“’::lﬂm ::;fah':mmh:"; g | 09 |. :::nbeﬂa: t: :T, sebagal kelanjutan pelepasan .

S } |t | &

;)o D;?;: P:;; ’:7;::?: :;LR::\::; :::r‘:: ms:h:: c':: Sehat/RSH) sebagaimana diatur dalam k p Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah

Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 20/KPTS/M/2004 dan rumah Smufaﬂiﬁus Subsidi Perumahan sebagaimana teiah diubah dengan
Bersubsidl (KPR bersubsidi}) yang pemb
Pembungunan Rumah Susun.

8 Ya mengacu pada peraturan Menterl Pekerjaan Umum NO. 60/PRT/1992 tentang persyaratan Teknls

Angka 15 Diisi dengan harga transaksi yang terjadi/harga transaksi Yyang tercantum dalam Risalah Lelang/nilai pasar objek tersebut.
Angka 16 Dilsi dengan nomor sertifkat atas tanah dan atau bangunan bersangkutan,

HURUF €  Diisl dengan akumulasi atas nilai-nitai perolehan hak yang pernah diperoleh sebelumnya. Untuk mendukung angka ini, dapat digunakan

lembar tambahan untuk menunjukkan detail perhitungan.

Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan atas tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh WP.

Dalam hal $5PD BPHTB digunakan untuk setoran berdasarkan STPD/SKPDKB/SKPDKBT sebagaimana huruf D.b atau berdasarkan huruf

D.d, huruf C tidak perlu diisi

Angka 1 Nilal Perolehan Objek Pajak (NPOP) diisi dengan harga transaksi / nilai pasar objek pajak sebagaimana huruf 8 angka 15.
Namun, dalam hal NPOP tersebut tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB maka NPOP diisi dengan NJOP PBB
sebagalmana huruf 8 angka 13. Dalam hal WP yang bersangkutan pernah menerima peralthan hak, maka angka NPOP (ni
harus mempertimbangkan akumulasi ini, jika akumulasl sebelumnya belum pernah dikenai BPHTB maka NPOP dihitung
sebagal penjumiahan dengan akumulasl ini.

Angka 2 Diisi sesual dengan besarnya NPOPTKP untuk Kota Magelang.
(informasi mengenai besarnya NPOPTKP dapat diperoleh melalul DPPKD Kata Magelang)

Angka 3 Cukup Jelas

Angka4  Diisl dengan hasil perkalian antara NPOPKP (angka 3) dengan tarif pajak sebesar :" (’“':;' P:a-"" '-"nperZN:r; . :';::‘ ;o-a)c.

AngkaS  Diisi dengan hasil perkalian antara BPHTB yang seharusnya terutang (angka 4) dengan besaran pengurang;

(sesual Peraturan Wallkota NOMOF ...cuues TAHUN wecvnrseecs]
Angka§  Cukup jelas.
RUFD | ak
HURUFD  piisi dengan memberi tanda “X* pada kotak yang sesual dengan dasar seorang WP melakukan setoran paj

Hurufa,  ji n dilakukan sebagaimana huruf C KPDKB / SKPDKBT
Hurut b, :’lﬁf:f:.:ﬁ :i‘::kukan tidak menggunakan perhitungan di huruf C, teap| ::TT::I::? cisn?ge‘::rusnva lada dl huruf C. Dilsi
Hurufc.  jika WP memenuhi syarat tertenty untuk mendapatian pengurangan

dengan prosentase sesual dengan ketentuan yang be:ui':f‘ b, dan huruf ¢, sepertl setoran berdasarkan SK Pembetulan/SK

i f a,
- terd“}at dasaf{'kﬂzr_“:;:u:iﬂa:i?:‘ﬂv:::‘ menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar berbeda dengan yang tertera
Keberatan/Putusan Bandin

di HURUF C. URUFD
daH L
BAGIAN JUMLAH PAJAK YANG DISETOR dilsi memperhatikan HURUF C-4 dan plian p2
*  Jika D-a dipilih, maka jumlah setoran menggunakan D-4- can dl Db

dinyata
Jika D-b dipilih, maka jumiah setoran sejumiah "':':,: ‘ﬁ,’;‘dm:u':an dengan prosentase Yang dinyatakan di D¢

Jika D-c dipilih, maka jumlah setoran mengguna takan di D-d
Jika D-d dipilih, maka jumlah setoran sejumiah nilal Yang s



ran tersebut dilsi dengan angka (dalam kotak) dap huruf (pada bagian Yang diarsjr),
h seto %
Jumia palam hal BPHTB yang seharusnya terutang ninj (nol), mak, WP tetap mengisi SSpD gpyrg dengan memberikan keterangan “NIHIL
(atan: ada baglan JUMLAH SETORAN, sspp gp, nihil cukyp diketahuj glep, PPAT/Notaris
c P enandatangani kolom yang telah disediakan (WP tigay periy :

m

/Kepala Kantor Lefang/Pajabat el o
hdahara Penenrnnn).

Ditetapkan dj Magelang
Pada tanjggal

SIGIT WIDYONINDITO




diis} dengan angka (dalam kota) gy, huref (pagy Bagian yang diarsir),
but
ters® NYa terutang pik (nol), maj, wp
toran ang seharusny,
Jumizh 5€ — BPJ"UT,:fI o SETORAN. SSPD BPHTg o u
o bagiﬂl’l

tan: pada

cat2

113D mengie) SSPD
kup diketahy; oleh
d iaﬂgani kOIOm yang !'clih dlsediakan{ Be,
3
menan

“NIHIL”
BPHTR dengan memberikan keutﬂ::: dengn
PPATINmﬂleepala Kantor Lelang/Pajabat

WP tidak peri,, ke Penerimaan),

Ditetapkan di Magelang
Pada tankga)

\ A MAGELANG,

SIGIT WIDYON




LAMPIRAN )

NOMOR
TAHUN ;
-_.‘-_‘-_;

PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

A. GAMBARAN UMUM

Penerimaan DPPKD Kota Mageiéng.
B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB yang terutang atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan,

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang membantu dan menyiapkan SSPD sebagai dasar bagi Wajib
Pajak dalam membayar BPHTB yang terutang dan membantu melakukan
perhitungannya.

3. Bendahara Penerimaan
Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB yang terutang dari Waijib
Pajak. Dalam prosedur ini Bendahara Penerimaan berwenang untuk:
- menerima pembayaran BPHTB yang terutang dari Wajib Pajak;
- memeriksa kelengkapan pengisian SSPD;
- mengembalikan SSPD yang pengisiannya tidak lengkap/ kurang;
- menandatangani SSPD yang telah lengkap pengisiannya; dan

mengarsip SSPD lembar 5 dan lembar 6.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

kangkah 1 :
Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Pajak akan menerima SSPD yang telah diisi. SSPD

iib Pajak di nakan
merupakan surat yang oleh Wajib Pajak dipergy -
g ke gendahara Penerimaa

untuk melakukan pembayaran atau

n DPPKD dan sekaligus untuk

Penyetoran BPHTB yang terutan
s tanah dan/atau bangunan.

melaporkan data perolehan hak ata
ran, Wajib pajak dan PPAT menandatangani

baya
Sebelum digunakan dalam proses et

SSPD tersebut.




diterima dari Wajib Pajak.

Langkah 4:

Bendahara Penerimaan menandatangani SSpp. Lembar 5 dan 6 disimpan sedangkan
lembar 1,2,3,4 dikembalikan ke Wajib Pajak.

Langkah 5 :

Wajib Pajak menerima SSPD lembar 1, 2, 3, dan 4 dari Bendahara Penerimaan. Wajib Pajak
kemudian melakukan proses berikutnya, yaitu permohonan penelitian SSPD ke Fungsi

Pelayanan dan Pengolah Data di DPPKD.

Langkah 6 :

Bendahara Penerimaan dalam jangka waktu 1 x 24 jam wajib menyetorkan penerimaan

Pajak ke Kas Daerah dengan mempergunakan Surat Tanda Setoran (STS).



D, BAGAN ALUR

Dari Prosedur 1, Wajib
pajak menerima S5PD
dari PPAT

Bendahara
Penerimaan
menerima
Pembayaran BPHTE

Y
Bendahara Pene:imazn ERSR W
menverahkan SSPO lembar 3, e
dan 4 yang tetay a
. SSPO lembar §
itandatangant kepada Walib
Pajak b. SSPD lembar 6 yang
selanjutnys  digunakan
pada proses pelaporan
Bendahara
Walib Pajak Penerimaan
hmenenma SSPO menyetorakan uang
mbar 1,2,3 dan 4 peneriman Pajak ke
dari Bank Kas Daerah

Ditetapkan 4i Magelang

SIGIT WIDYONINDITO
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0. BAGAN ALUR

pari Prosedur 1, Wajib
pajak menerima 55PD
dari PPAT

Wajib Pajak mem
08 tenvtang ke gy
Penerimaan OPPKQ

bzyarBPHm

hara Bendaharg
Penerimaan
menerima

Pembayaran 8PHTE

v

Penerimaan
Bendahary Penerimaan mn.::ga:;:: :
menyerahkan sspp lembar 1,
23 dan d yang telay a. S5PD lembar 5
mm&mm kepada Wajib
Pajak

b. S5PD fembar 6 yang
selanjutnya  digunakan

pada proses pelaporan

Bendahara

Wajib Pajak Penerimaan
menerima SSPO menyetorakan uang
lembar 1,2,3 dan 4 peneriman Pajak ke

darl Bank Kas Daerah

Ditetapkan

i Magelang
pada tanggpl

SIGIT WIDYONINDITO




LAMPIRAN 1] PERATURA
NOMOR

TAHUN -
—_
PROSEDUR PENELITIAN SSPD

N WALIKOTA MAGELANG

A. GAMBARAN UMUM

Penelitian SSPD.

B. PIHAK TERKAIT

1. Waijib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada Fungsi Pelayanan
dan Pengolah Data pada DPPKD atas SSPD yang telah dibayarkan.

2. Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data
Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait objek Pajak yang

tercantum dalam SSPD. Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data berwenang dan bertugas

untuk:
- memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek BPHTB yang

tercantum dalam SSPD; dan
melaporkan hasil verifikasi SSPD kepada Kepala DPPKD atau Pejabat yang ditunjuk

oleh Kepala DPPKD.

3. Kepala DPPKD atau Pejabat yang ditunjuk -
M kan pihak yang berwenang menandatangani Surat Keterangan Penelitian SSPD
erupakan

i lah Data.
atas SSPD yang telah diverifikasi oleh Fungsi Pelayanan dan Pengo

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

o ) butuhk k
ang dibutuhkan untu

Wajib Paja selak erima hak menyiapkan dokumen pendukung.y
Jak selaku pen

iri atas:
Penelitian sspp . Dokumen pendukung terdiri a

g : Bendahara Penerimaan;
* SSPp yang tertera register penerimaan dari Ben




kenaan 5
t
belum diterbitkan, U Surat Keterangan pyop dalam hal SPPT PBB

- Fotocopi Surat Tanda Terima Setor
an

Paj i
32k Bumj gap, Bangunan (STTS PBB)/Struk

ATM Pembayaran PBB tahun berkena
an
- Fotokopi identitas Wajib Pajak (d
a

Pat b
Mengemudi/ Paspor), *rUPa Kartu Tanda Penduduk/ Surat Izin
- Surat Kuasa darj Wajib Pajak (

- dalam hg) dikuasakan);
- Fotokopi Karty Keluarga atau Syrat

I(Ete'ra"gan Hubungan
: u
transaksi waris. gan Keluarga, dalam hal

- Fotokopiidentitas kuas Wajib pajak (dalam ha) dikuasakan);

- Dokumen pendukung lain Yang diperlukan,

Pelayanan dan Pengolah Data DPPKD.

Langkah 2 :

Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data DPPKD menerima Formulir Permohonan Penelitian
SSPD, SSPD  (lembar 4), dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak dan mengarsip
Permohonan Penelitian SSPD pada Buku Register Pengajuan Permohonan Penelitian SSPD
sesuai Nomor Urut dalam Buku Register dan Tanggal Pengajuan Permohonan Penelitian

SSPD.

Langkah 3 :

Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data kemudian memeriksa kebenaran data yang tercantum
dalam SSPD dan dokumen pendukung SSPD berdasarkan data-data objek BPHTB. Dalam
kondisi tertentu Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data berhak melakukan penelitian lapangan

untuk mengecek kebenaran data secara riil. Mekanisme dan tata cara penelitian lapangan

akan diatur tersendiri.

Langkah 4 -

lengkapan dokumen
Setelah semua kebenaran informasi objek BPHTB dalam SSPD dan kelengkap

ajukan SSPD yan
Pendukung terpenuhi, maka Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data mengaju yang

iti la DPPKD atau Pejabat
telah diverifikasi dan Surat Keterangan penelitian SSPD kepada Kepa

an Penelitian SSPD.
ituni PKD untuk penandatanganan Surat Keterang
e RERF ip SSPD (lembar 4) sebagai dokumentasi.

. mengars
Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data ssPD (lembar 1, 2, dan 3) dan Surat

erahkan
Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data lalu meny

jib Pajak.
Keter angan Penelitian SSPD kepada Wajib P2J




BAGAN ALUR

waJlb Pajak mengambil dan ”
rmengis| Formullr Permohonan il i}{':'l’ijak men
Penelitian SSPD [ | telahdiisidando

Fungsi Pelaya

Yerahkan Formylic yang

kumen pendukungnya ke

n2n dan Pengolah Data
DPPKD

Fungsi Pelayanan & Pengolah Data
mencatat pengajuan dr Wajib Pajak dalam

Buku Register dan memberikan tanda
terima pengajuan kepada Wajib Pajak

Fungsi Pelayanan & Pengolah Data meneliti
S5PD yang diajukan oleh Wajib Pajak sesuai
dengan prosedur dan tata cara penelitian

A

Fungsi Pelayanan & Pengolah
Datamembuat laporan hasil penelitian atas
SSPD yang telah ditelitl

Fungsi Pelayanan & Pengolah Data
mengajukan Surat Keterangan Hasil
Penelitian kepada Kepala DPPKD atau
Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala DPPKD

v

Kepala DPPKD atau Pejabat yang Ditunjuk
menandatangani Surat Keterangan Hasil
Penelitlan SSPD

Fungs! Pelayanan & Pengolah Data
menyerahkan Surat Keterangan Hasil
Penelitian SSPD kepada Wajib Pajak

Wajib Pajak menerima Surat Xeterangan
Hasil Penelitian S5PD guna prases
selanjutnya




ormat glangko Formulir Permohongp, Penelitiap, SSPD

FORMULIR
PERMOHONAN PENELITIAN SSPD BPHTR

Kepada vth,
- 1 (satu) bendel

[ampiran _ Kepala Dinas Pendapatan dan
perinal Penyampaian SSPD untyk ditelitj Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Magelang
-
MAGELANG

Dengan hormat;

yang bertanda tangan di bawah inj ;

Nama Waijib Pajak(1)

Alamat(2)

--------------------
......
----------------------------
..........................

---------------------
........................................
-------------------

Bersama ini menyampaikan SSPD untuk diteliti atas
sebagai berikut :

Nomor Objek Pajakesy = [ T [ ] [T T ][ T[T T[T 1]

Letak Objek Pajak(4)

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

Kelurahan(s) Y RN R T el

Kecamatan(s) ¢ Magelang Utara/Magelang Tengah/Magelang Selatan*
Kota Magelang

Terlampir dokumen sebagai berikut : (7) _
SSPD yang telah tertera Register Penerimaan dari Bendahara Penerimaan
Fotokopi SPPT PBB Tahun ........... /Surat Keterangan NJOP*)

Fotokopi STTS PBB /Struk ATM Bukti Pembayaran PBB*) Tahun .......
Fotokopi KTP/SIM/Pasport*)

Surat Kuasa bermeterai 6.000 dari Wajib Pajak**)

...............
.................
--------------------------------------------------------

une wNp PR

aen
-------------
-----------
--------------------------------------------------------------

Demikian untuk dapat dilakukan penelitian SSPD.

Magelang, (8) o
’ Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak*

(9)

Kete X
o rangan :

e, Oret yang tidak perlu
dalam hal dikuasakan




lir Permohonan Penelitian SSPD
ulir
Form

: leh
Merupakan, formuylir Yang diisi dan dipergunakan o
jak atau Kuasanya apapj, dikuasakap, BUNa penelitian SSp

WiEs e T dapat diperofeh, 1y

pajak.

"0 Pajak di pppy
lir Permohonan Penelitiap, SSPD ;
Formu

(1)
(2)
(3)

(@)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

D yang telah dibayar oleh WaJE::
erikut adalah Petunjuk Pengisi
i Nama Lengkap Wajih Pajak segyai Tanda Pengena)
Diisi

i Alamat Waijib Pajak segya; Tanda Pengeng|
Diisl

isi Nomor Objek Pajak segyai ¥ang tertera dajam SPPT PBB Tanah dan/atau Bangunan yang
D-hs-:lraon penelitian SSPD

d*f'f. tak Objek Pajak Sesuai yang tertera dalam sppt PBB
D"Sf Lek si Kelurahan dimana Objek Pajak berada
E::: ::k:si Kecamatan dimana Objek Pajak berada
Dilampirkan syarat-syarat sebagaimanga tercantum

iti SPD
i Permohonan Penelitian s

- 5 al Pengajuan

Diisi Tangg

i.
m i i dan ditandatangan
Lengkap Wajib Pajak atay Kuasanya jika dikuasakan da

roas n Nama

Diisi denga




glangko Laporan Hasil Penelitian SSPD

LAPORAN Hasj( p
)

Nomor : ENELITIAN S5PD gpyi7p

Tanggal : (3

Nama BN s

N1P HA) s ————
Jabatan 1 15) s

Nama : (6) <

NIP @

Jabatan FB) e

Berdasarkan Surat Permohonan Penelitian SSPD oleh W
Register Pendaftaran Penelitian SSPD Nomor
pengajuan oleh Wajib Pajak:

ajib Pajak yang tercatat dalam buku
-------------- (8 tanggal ...............(10), untuk

Nama 1(11) ..

Alamat 1(12) e

Terhadap tanah dan/atau bangunan :

NOP e L PP I

Letak Objek U ) R

..............

Setelah melakukan pemeriksaan dan penelaahan SSPD dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak,

dengan ini kami menyatakan bahwa :

a.  Data objek Pajak yang tercantum dalam SSPD

b.  Nilai Pajak yang terutang yang tereantum dalam SSPD

C.  Dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau
Bangunan

:Sesuai/perlu penelitian*(1s)
:Sesuai/belum sesuai*(16)

:Lengkap/belum lengkap*(17)

i % .. . *
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, SSPD yang diajukan oleh Wajib Pajak sudah/belum (g)

dapat ditandatangani.
i ingat sumpah
Demikian Laporan Hasil Penelitian SSPD dibuat dengan sebenar benarnya, menging P
Jabatan,
Magelang,
1.
R
NIP.
2.
—
NIP.




pata DPPKD yang .ditunjuk oleh Kepaala D " Petugas pada
5sPD yang t_eiah dlbt?yar oleh Wajip, Pajak, so Laporan ip; mer
Kepala Seksi yang ditunjyk oleh Kepala [jpp*f elum Membuat |
perdasarkan data-data Yang ada hingga Perhit KD meneliti peng;
pengisian Laporan Hasil Penejitiay, SSPD . ungan Pajak Yang t
(1) Diisi Nomor Urut Penelitian SSPD dalam buky i

(2) Diisi Tanggal dalam byky induk Penelitian Ssl:all)n

3) Diisi Nama Lengkap Pegawa; yang ditur:
( pengolah Data & Citunjuk oleh Kepala pp

(4) Diisi Nomor Induk Pegawsai ybs
(5) Diisi jabatanlpeg:wai ybs
Diisi Nama lengkap Pejabat set;
o Kepala DPPKD sebagai koerdinator;gkat el
(7) Diisi Nomor Induk Pegawaj pejabat
(8) Diisi Jabatan Pejabat yang ditunjuk
(9) Diisi Nomor Urut Pengajuan Penelitian sspp
(10) Diisi tanggal pengajuan penelitian SSpp
(11) Diisi Nama Wajib Pajak yang Mengajukan penelitian sspp
(12) Diisi alamat lengkap Wajib Pajak yang mengajukan penelitian SSPD
(13) Diisi Nomor Objek Pajak sesuaj SppT PBB
(14) Diisi lokasi Letak Objek Pajak sesuai SPPT pBB
(15) Coret salah satu.
Coret “sesuai” apabila memerjukan penelitian lapangan
Coret”perlu penelitian” apabila tidak memerlukan penelitian lapangan
(16) Coret salah satu
Coret “sesuai” apabila perhitungan Pajak yang terutang dalam SSPD belum sesuai
Coret “belum sesuai” apabila perhitungn Pajak yang terutang dalam SSPD telah sesuai
(17) Coret salah satu
Coret “lengkap” apabila dokumen pendukung belum lengkap
Coret “belum lengkap” apabila dokumen pendukung telah lengkap
(18) Coret salah satu
Coret “sudah” apabila SSPD belum dapat ditandatangani oleh Kepala DPPKD atau Pejabat
yang ditunjuk oleh Kepala DPPKD.
Coret “belum” apabila SSPD sudah dapat ditandatangani oleh Kepala DPPKD atau Pejabat

yang ditunjuk oleh Kepala DPPKD.

Hasil Penelitian SSPD
Laporan Merupakan L
dpora
Pp

Fungsi Pelayanan dan Pengolah
Upakan laporan penelitian atas
a.poran ini, petugas DPPKD dan
S1an SSPD dan kebenaran data

ksi/Kepala Sub Bagi e

f Blan yang ditunjuk oleh
Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data ° J

yang ditunjuk

Laporan Hasil Penelitian SSPD harus ditandatangani oleh pegawai dan pejabat yang ditunjuk oleh
Kepala DPPKD,




LAPORAN HASIL
P
Nomor Q =HELTIAN LAPANGAN

Tanggal

......
.......
......................
......

g pertanda tangan di bawah inj ;

yan

9% e B} e

- : p D) oot
Jabatan 2 (S} ...............................................................................
N - a . (5) ......................................................

N|p B ) T SR A
Jabatan o (8) ...............................................................

Berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Ke
uangan D
Magelang NOMOT wccevvvicnnnnnnnn. tanggal R

.................................. telah diadakan penelitian lapangan
pada tanggal S s (9) atas SSPD dengan Register Pendaftaran Nomor ... (10)
yang disampaikan oleh Wajib Pajak:
Nama BRI casnmmrnions s 53 mmme e et A S

Alamat - i ) R U

---------------------------------------------------------------------

Terhadap tanah dan/atau bangunan :

NOP I O O O O

BB OBIER D{18 resesssmrmnsmssnommnenssssassstsisssavasssss mmmi s sns sys s isnas s sessesusnts

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diperoleh fakta (terlampir), sebagai bahan dalam
pertimbangan penelitian SSPD.

Penelitian ini dilakukan dengan sebenar-benarnya, mengingat sumpah jabatan.
Magelang,

NIP.

NIP.



LAMPIRAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN

TUJUAN PENELITIAN LAPANGAN;

-----------------------------
............
-------
-------
......
................
-------
..........
------------
--------------------------------

................
.........................
........
......
...................
............
..............
.........................................
.............
.............................
----------
LTI
....................
.......
------------
......................
...........................

----------------------------------------
------------
CETS
---------------------
----------------
--------------------
----------------------------

_...----u“..-..n---u------"u----u-- LEL R B ARALLERT]
see Sheeay
Rt LT LT,
Trrenay .
neeee

...............................
..........................................
----------------
...............................

.........................

L 7
o - s e,
ettt e teraen ss s enae
R

-------------------------

Magelang,

1

NiP.

NIP.




Yang bertanda tangan dibawah ip; 2

NEM3
N1P g
* Kepala Dinas Pengapne. . .
atan as Penda
menandatangan; €wenangan oleh Kepala Dinas untuk

Dengan mengingat sumpah jabatan dap atas hasil pen

bahwa permohonan Penelitian Sspp BPHTB oleh Waji elitian Sspp BPHTB, dengan ini menyatakan

b Pajak .
Nama

Alamat

--------------------
-----------------------------------
--------------

freststevsvrEsa, L Tee e LA LT T e,
AR L AL L T TR PP Vet Etteransnang,
e

No. Register
Tanggal
Terhadap tanah dan/atau bangunan

NOP :- EDEDEDZIEDEEDEEEDD

Letak Objek

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

Telah sesuai dan dapat dipergunakan untuk proses pengurusan peralihan hak selanjutnya.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

G E T ) S ——

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA MAGELANG

NIP.

Atau:

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA MAGELANG
(Jabatan)

NIP.

T
lEMBUSAN * dikirim kepada Yth. elang,
2. Kepala kantor Pertanahan Kota Mag

© PPAT,
Arsip,
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NO TANGGAL |  DATA PEMONON -\]\]
NO | REGISTER |  TERIMA NO
PENGAJUAN ™——————__ | NOP | gpyrs ) LAPORAN HASIL NAMA
TeRUTANG | (TESter [ HASIL | PENELITIAN | dan NIP
NAMA | ALamAT Ak PENELTIAN |  SSPD | PETUGAS
LAPANGAN PENELITI
—1 3 4 h‘T_"-‘—._.______ (jika ada)
1 e 2] 6 2 Be—
== I e B s 10 11
_—-—""‘-_-___'—_ H\—mﬁ__\
B s niii S mpﬁ_’_ﬁh’_f‘,
= ———
k- —
[ |
B  E——
T ]
P .
_—
—
—

Ditetapkan df Magelang

—

AT
PEJATS

1. SEKDA
- N 2. KA.DINAS
fﬂ—"ﬁé—gﬁ ! 3. SEKRETARIS
41, SEKDA 4. KA. BID
i KA. SIET
1. ASISTEL, 5 SuB. BAG
fudaissren




LAMPIRAN PERATURAN

NOMOR
TAHUN

—_—
PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA ke KANTOR PERTANAHAN

WALIKOTA MAGELANG

A. GAMBARAN UMUM

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang menyediakan dokumen-dokumen pendukung pendaftaran
akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib Pajak menyerahkan

dokumen-dokumen tersebut kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang mengajukan pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah
ke Kantor Pertanahan. PPAT berwenang dan bertugas untuk:

- mengajukan pendaftaran pemindahan hak atas tanah; dan

menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan.

3. Kantor Pertanahan

i iliki

Merupakan pihak yang memi e

Magel Dalam prosedur ini Kantor Pertanahan berwenang dan bertugas untuk:
agelang.

lengkapan dokumen pengajuan pendaftaran hak atas tanah; dan
engkap

daftar kepemilikan hak tanah di wilayah Kota

- memeriksa ke

T B,
- memperbaharui daftar hak kepemilikan tana




c. LANG KAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1:

DPPKD kepada Pejabat Pembyat Akta Tanah (PPAT)

Langkah 2 :

Bangunan. PPAT mengarsip Sspp lembar 2,

Langkah 3 :

PPAT mengajukan pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah dengan menyerahkan
draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atay Bangunan, SSPD lembar 3, serta Bukti
Surat Keterangan Penelitian SSPD dari DPPKD ke Kantor Pertanahan.

Langkah 4 :

Kantor Pertanahan menerima dokumen pengajuan pendaftaran perolehan/peralihan hak
atas tanah. Kantor Pertanahan kemudian menelaah kelengkapan dokumen dan kebenaran

data terkait objek pajak. Kantor Pertanahan lalu memperbaharui database daftar

kepemilikan hak atas tanah.

langkah 5 ;

Kantor Pertanahan mengarsip SSPD lembar 3. Kantor Pertanahan lalu menyerahkan draft

Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan serta Surat Keterangan Penelitian

SSPD dari DPPKD kepada PPAT.
Llangkah 6 -

PPAT menerima dokumen tersebut dan kemudian menandatangani Akta Pemindahan Hak
rima

atas Tanah dan/atau Bangunan.




Wajib Pajak menerima Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau B
au Bangunan.

BAGAN ALUR

Dari Prosedur sebelumnya, Wajib Pajak
berhak menerima SSPD lembar 1,2, dan 3
serta Surat Keterangan Penelitian Sspp

beserta tembusannya

Wajib paj

St ak menyerahkan SSPD Lembar 2 dan 3 serta

Usan Surat Keterangan Penelitian SSPD {untuk PPAT dan
Kantor Pertanahan) kepada PPAT

l

PPAT menyiapkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan. PPAT kemudian menyiapkan pengajuan
pendaftaran hak atas tanah dan/atau bangunan. PPAT
mengarsip SSPD [embar 2 dan Tembusan Surat Keterangan
Hasil Penelitian

l

Kantor Pertanahan menelazh pengajuan
dan memperbaharui daftar
perolehan/peralihan hak atas tanah
dan/atau bangunan. Kantor Pertanahan
mengarsip SSPD lembar 3 beserta
Tembusan Surat Keterangan Penelitian
SSPD

PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan, SSPD lembar 3, dan Tembusan Surat
Keterangan Penelitian SSPD kepada Kantor Pertanahan

A

l

PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan, dan selanjutnya menyerahkannya
kepada Wajib Pajak

Kantor Pertanahan menyerahkan Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan kepada PPAT

Ditetapkdh di Magelang
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- T
ditandatangani kepada Wajib Pajak. anah dan/atay Bangunan yang telah

Langkah 8 :

Wajib Pajak menerima Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Banguna
n.

BAGAN ALUR

Dari Prosedur sebelumnya, Wajib Pajak

berhak menerima SSPD lambar 1,2, dan 3 ¥ Waijib Pajak menyerahkan SSPD Lembar 2 dan 3 serta
serta Surat Keterangan Penelitian SSPD embusan Surat Keterangan Penelitian SSPD (untuk PPAT dan
beserta tembusannya Kantor Pertanahan) kepada PPAT

l

PPAT menyiapkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan. PPAT kemudian menyiapkan pengajuan
pendaftaran hak atas tanah dan/atau bangunan. PPAT
mengarsip S5PD lembar 2 dan Tembusan Surat Keterangan

Hasil Penelitian

l

Kantor Pertanahan menelaah pengajuan PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan memperbaharur daftar dan/atau Bangunan, SSPD lembar 3, dan Tembusan Surat
perolehan/peralihan hak atas tanah Keterangan Penelitian SSPD kepada Kantor Pertanahan

dan/atau bangunan. Kantor Pertanahan
mengarsip SSPD lembar 3 beserta
Tembusan Surat Keterangan Penelitian
SSPD

l

PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan, dan selanjutnya menyerahkannya
kepada Wajib Pajak

Kantor Pertanahan menyerahkan Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau >
Bangunan kepada PPAT

Ditetapkpn di Magelang

A MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO



LAM
PRANY . oo ATURA
NOMOR

TAHUN 3
\‘
PROSEDUR PELAPORAN BPHTR

A. GAMBARAN UMUM

WALIKOTA MAGELANG

Prosedur pelaporan
pelap BPHTB Mmerupakan Proses yang dilakukan oleh Bendahara

Penerimaan dalam melaporkan Penerimaan Pembayaran BpHTR dari Wajib Pajak

atas setiap akta pemindahan hak Yang telah diterbitkan

B. PIHAK TERKAIT

1. Bendahara Penerimaan

Merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,

menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan

daerah dalam rangka pelaksanaan APBD. Dalam prosedur ini Bendahara Penerimaan

berwenang dan bertugas :

= menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran
tunai; i

- menyiapkan register SSPD atas pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang

melalui mekanisme tunai ke Bendahara Penerimaan;

- menyiapkan register STS;

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah {PPAT) |
Merupakan pihak yang menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak

atas Tanah dan/atau Bangunan. Dalam prosedur ini PPAT berwenang dan bertugas

untuk membuat Laporan Penerbitan Akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan.



Fungsi Pembukuan g, Pelapors
n

Bangunan darj PPAT; dan

- menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

%

Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bendahara Penerimaan

Langkah 1 :
Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bendahara Penerimaan mengarsip SSPD lembar

5 dan lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak.

langkah 2 :
Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bendahara Penerimaan mencatat
penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan dan Penyetoran. Bendahara

Penerimaan juga mencatat SSPD BPHTB ke dalam register SSPD BPHTB. Bendahara

Penerimaan mengarsip SSPD lembar ke-5.

Langkah 3 : .
i ikan register SSPD yang dilampiri
i hara Penerimaan menyampal :
::It"gp-eﬁll)aa? ktgd?)uku Penerimaan dan Penyetoran, beserta register STS kepada
! ’

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

Langkah 4 :

Fungsi Pembukuan dan Pelap¢ "
SSPD {embar ke-6, buku Penerimaan dan Pe

a register SSPD yang dilampiri dengan

menerim :
yetoran, beserta register STS.




C.2.

C.3.

Pelaporan Penerbitan, Akta oleh PPAT

langkah 1 :

Bangunan atas setiap akta yang telah diterbitkan

Langkah 3 :

PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan ke Fungsi Pembukyan gan Pelaporan DPPKD.

Langkah 4 :

Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pelaporan Realisasi BPHTB

Langkah 1 :
Berdasarkan prosedur C.1 dan C.2, maka Fungsi Pembukuan dan Pelaporan DPPKD
menerima dokumen berupa Register SSPD BPHTB, SSPD BPHTB lembar 6, dan

Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 2 :
Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Fungsi Pembukuan dan Pelaporan

menyusun Laporan Realisasi BPHTB.




un.........
nama PPAT : Kepada vth,
Alamat : WALIKOTA MAGELANG
NPWP : €9. Kepala Dinas Pendapatan dan
Pfingelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang
di- MAGELAN
i s ———
—] S etk Nama dan Alamat ﬁ
MO L—T"""| Pperbuatan ‘:““ Letak Tanah Luzs (M) T"ﬂm SPPT PBB SSPD BPHTB -
Nomor | Tanggal|  Hukum Pihak yang Pihak Lo danfatay [ Tamg o] Transaksl
” i M‘“’:':‘: ":TJ:” e b ::;:::: NOP | NIOP | Tanggal | Rupiah
'_;_ : " 2 - : - Hak Tahun
8 9 10 1
1 ! " | 12 13 1 15 16
—
s
Magelang,

Nama dan Tanda Tangan PPAT

S i - .




panDUAN PENGISIAN LAPORAN ButaNay o, P
PAT

DiluarTabeI

pulan

Tahun
Nama PPAT

Alamat
NPWP

Didalam Tabel
Kolom 1
Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

Kolom 7

Bulan bersaﬂgkutan

Tahun bersangkutan

Nama PPA

T yang bersangkutan, atau PPAT Pengganti
Contoh: Ngadenu,SH, atau Bambang, sy
Alamat PPAT yang bersangkutan.

NPWP PPAT yang bersangkutan.

Nomor urut pengisian tabel,

Nomor berdasarkan nomor akta yang dibuat PPAT yang bersangkutan.
Tanggal pembuatan akta, pengisian menggunakan angka.

Contoh: tanggal pembuatan akta 4 Januari 2011 ditulis; 4 -01 - 2011.
Bentuk perbuatan hukum.

Contoh: jual beli, tukar menukar, hibah, dsb.

Nama dan alamat pihak yang mengalihkan/memberikan.

Contoh: Suroto beralamat di Jl. Mawar No. 9 ditulis; Suroto (baris 1), JI.
Mawar No. 9 (baris selanjutnya).

Nama dan alamat pihak yang menerima {cara penulisan seperti kolom 5).

Jenis dan nomor hak.

Apabila tanah sudah bersertifikat disebutk.a.n jenis, nomor hak dan
kelurahan/desa sesuai yang tercantum di sertifikat.

- Hak Milik =M
- HakGunaUsaha =U

- Hak Pakai =P
Contoh: Hak Milik No. 373 ter

d.

letak di Kelurahan Panjang

Ditulis: »
| M.373/ Panjang (apabila dlallhkanzelr::(hnya)b -

- : i i abila dialihkan seba

- M.373/Panjang sebagian (ap




s

Kolom 8

Kolom 9 dan 10:

Kolom 11

Kelom 12

Kolom 13

b.  Apabila tanah
beka -
Yang bersangytar s hak mif adat, diisj p, . ;
gkutan berikyt persiin Omor kohi darj petuk pajak

h

Czityoal:g b\jrsangkutan Y2 atau nomgr dan tanggal alat bukti
© Verosponging ),
tahun 196 1 donesia Kohir nomor 47/465 masa pajak

Ditulis
CQntoh : Petuk Pajak C.
Ditulis : ¢ No. 395 Blok )

Letak tanah dap U bangynan

kelurahan/desa vangbersangkutan ' MUK kejelasan dapat menyebut

Diisi fuas ¢
® tenah dan atay bangunan Yyang c"61ﬁhkan/diperoleh/dibebani.
Contoh s Jual beljj

seluas 50 m* dan lantaj s tu seluas 25 m2

Ditulis : Kolom 9 = 200, kolom 10 = 75.
Diisi harga yang sebenarnya sesuai akta.

Contoh : Harga jual belj ¥ang terjadi adalah Rp. 100.000.000

Ditulis : 100.000.000

Nilai Hak Tanggungan tidak dilaporkan, sedangkan perbuatan hukum
pemberian Hak Tanggungan atau pemberian kuasa membebankan hak
tanggungan tetap dilaporkan.

Diisi berdasarkan nomor tahun SPPT.
Contoh ¢ No. SPPT 33.71.001.002.040 - 0124.0/11-01

Ditulis : 001.002.040 — 0124.0/2011 (dapat disambung ke bawah
sehubungan dengan terbatasnya lebar kolom)

Diisi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP sebelum dikurangi NJOPTKP
pada tahun perolehan/pengalihan.

Contoh 1: Pengalihan/perolehan seluruh Tanah yang ada pada SPPT (NJOP
sebagai dasar pengenaan PBB) adalar Rp. 250.000.000

Ditulis - 250.000.000

ehan atas sebagian tanah dan keseluruhar;
3 Tanah seluas 100m’ dan bangunan 25 m

. nan seluas
dan keseluruhan bangu

i atau seluas 50 m ]
adalazh Se: atg l:nit;;]g: (SPPT) tanah adalah Rp. 200.000.000 (untuk 100 m?)
25 m*. Diketahu

Contoh 2: Pengalihan/perol
bangunan yang ada diatasny




NJOP tanah Seluas 50 2
‘Rp. 100.000.000

NJOop bangunan, Seluas 25 2
‘Rp. 50.000.000

- Total NJop
o *Rp. 150,000,099
Ditulis 150.000.000
Kolom 14 dan 15:  Diisi tangga Peémbayaran (dengan aney
pembayaran BPHTB, gKa sepert; kolom 3) dan besarnya
Kolom 18 : Mencantumkan ke

- Seluruh tanah dan bangunan

- Sebagian tanah dan seluruh bangunan

b. Dicantumkan Pemenuhan kewajiban
ke Kepala Kantor Bidang Pertana
(pendaftaran) dan atau tanggal penyampaian

.

Contoh : - d.i 301/4097/11 atay

- tanggal 10-7-2011

c. Diisi hubungan keluarga antara pemberi hibah wasiat dengan penerima

hibah wasiat
Contoh  :hibah wasiat dari ayah ke anak

Ditulis : ayah - anak

Penyampaian akta dan dokumen
han. Diisi nomor daftar isian




PEMERINTA
DINAS PENDAPATAN pay pryor* MAGELANG

KETERANGAN

7

NGELOLAAN
REGISTER sspp BPHTBKEUANGAN PAERAH
TAHUN ...
(ODE REKENING PENERIMAAN BPHTB :
—_"—|—._
o | [ NO.REGISTER |  TANGGAL m\—”‘\
| UMK PE
—"1_’ = - \T‘N~‘T~— NYETOR
. “‘“‘-—\-_._\ 6
—— ]
L \
‘_—‘\_\J_‘_~_\~-I
Magelang,
Mengetahui ;
Pengguna Anggaran/ Bendahara Penerimaan
Kuasa Pengguna Anggaran*)
Nama dan NIP Nama dan NIP




PEMERINTA
DINAS PENDAPATAN pay P*; KOTA MAGELANG

G
BUKU PENERIMAAN b ELOLAAN KEUANGAN DAERAH

AN PENYETORAN BPHTB

Bulan o
Kode Rekening :
o —

PENERIMAAN

Ko — PENYETORAN
NO.B .
TANGGAL UKTI URAIAN WM | Tan KET.
__1__1 : 2 _T__J GAL NO.STS JUMLAH
r—-’—‘ B———
Kas di Bendahara Penerimaan
- Saldo Awal : Rp.
- Jumlah Penerimaan : Rp.
- Jumlah yang disetorkan  :Rp.
Saldo Kas di Bendahara : Rp.
Terdiri :
a. Tunaisebesar :Rp.
b. Banksebesar : Rp.
¢. lainnya : Rp.
Magelang,
Mengetahui :
Pengguna Anggaran/ Bendahara Penerimaan

Kuasa Pengguna Anggaran*)

Nama dan NIP

Nama dan NIP




e —————

PEMERINTA
DINAS PENDAPATAN DAN

REGISTER ST5 BPHTB

(ODE REKENING : -

HKOTA MAGELANG

N KEUANGAN DAERAH

Kuasa Pengguna Anggaran

Nama dan NIP

NO. STS TANGGAL URAIAN \1
L JUMLAH PENYETOR KETERANGAN
2 3
5] 6 7
Magelang,
Mengetahui :
Pengguna Anggaran/ Bendahara Penerimaan

Nama dan NIP

Ditetapkén di Magelang

MAGELANG,
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PEMERINTAN

DI -
NAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUiNG AN DAE
REGISTER STS BPHTR RAH
TAHUN ......
KODE REKENING : ......
NO NO. STS TANGGAL URAIAN JUMLAH ——— —
2 3 -
1 l_f _"'"'L‘S 6 -
]
Magelang,
Mengetahui :
Pengguna Anggaran/

Kuasa Pengguna Anggaran

Narria dan NIP

Bendahara Penerimaan

Nama dan NIP

SIGIT WIDYONINDITO



LAM PIRAN v PERATURAN
NOMoR

TAHUN )
\

PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB

WALIKOTA MAGELANG

A. GAMBARAN UMUM

Pelayanan dan Pengolah Data dalam memeriksa BPHTB yang terutang yang masih kurang
dibayar atas SSPD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak
atau atas SKPDKB dalam jangka wakty 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan oleh Fungsi
Pelayanan dan Pengolah Data.

Prosedur penetapan Surat Teguran merupakan proses yang dilakukan Fungsi
Pelayanan dan Pengolah Data dalam menindaklanjuti Wajib Pajak yang belum melunasi
Pajak yang terutang hingga pada saat jatuh tempo.

Prosedur ini melibatkan Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data sebagai pihak yang
memiliki dan mengelola database Daftar STPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan Daftar Surat
Teguran. Serta Fungsi Penagihan selaku pengirim STPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan Surat

Teguran.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB yang terutang

berdasarkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT. Wajib Pajak juga akan menerima Surat Teguran

jika pada saat jatuh tempo belum melunasi BPHTB yang terutang.

2. Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data

k:
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untu

- memeriksa SSPD;

- menerbitkan STPD;

- menerbitkan SKPDKB;

- menerbitkan SKPDBKBT;

- menerbitkan Surat Teguran.




3. Fungsi Penagihan

Merupakan pi
P pihak yang berWenang dans
- mengirim STPp; ®rtugas untyk.

= mengirimSKPDKB;
- mengirim SKPDKBT;dan

- mengirim Surat Teguran:

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

C.1. Penetapan STPD

Langkah 1:

Langkah 2 :

Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data laly memeriksa setiap SSPD yang tidak/kurang

dibayar, salah tulis, salah salah hitung, dan kena bunga/denda.

Langkah 3:

Atas SSPD yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah salah hitung, dan kena
bunga/denda maka Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data menerbitkan Daftar SSPD
yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. Fungsi

Pelayanan dan Pengolah Data kemudian mengarsip daftar tersebut.

Langkah 4 :
Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data menerbitkan STPD berdasarkan Daftar SSPD yang

tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. STPD dicetak

rangkap 2. STPD dikirim ke Wajib Pajak melalui Fungsi Penagihan. STPD yang dikirim ke

Ad: Tif STPD
Wajib Pajak harus dilengkapi dengan Tanda Penerimaan

Langkah 5 : . i Waijib Paj
F i i ngirimkan STPD- STPD Lembar 1 diperuntukkan bagi Wajib Pajak,
SPe FAEATIL I r 2) beserta Tanda Penerimaan STPD yang telah

dan mengembalikan STPD (lemba
g pelayanan dan pengolah Data.

ditandatangani Wajib pajak ke Fungs!

Langkah 6 : a mengarsip sTPD (lembar 2) berikut Tanda
h Daté

Fungsi Pelayanan dan pengola

Penerimaan STPD.



Cocs

Langkah 7 :

Penetapan SKPKDKB/SKPDKBT

tangkah 1:

asark "
Berdasarkan prosedur Pembayaran Pajak yang terutang sebelumnya, maka Fungsi

Pelayanan dan Pengolah Data akan mengarsip SSPD yang telah dibayarkan oleh Wajib
Pajak.

Langkah 2 :

Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data memeriksa setiap SSPD yang telah berjangka
waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan dan
Pengolah Data memeriksa nilai Pajak yang terutang yang tercantum dalam SSPD
tersebut. Atas SSPD yang ternyata kurang bayar, Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data

kemudian menerbitkan Daftar SSPD yang kurang dibayar.

Langkah 3 :
Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data juga memeriksa setiap SKPDKB yang telah
berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. Fungsi Pelayanan dan Pengolah

Data memeriksa nilai Pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPDKB tersebut.

Atas SKPDKB yang masih kurang bayar, Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data kemudian

menerbitkan Daftar SKPDKBT.

Langkah 4 : R D
Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Pelayanan dan Pengola ata

; i 2).
e erbitkan SKPDKB/SKPDKET (masing masing rangkap 2)

Langkah 5 : girimkan SKPDKB/SKPDKBT beserta Tanda

en
Fungsi Pelayanan dan pengolah Data m

, i penagihan.
Penerimaan SKpDKB/SKPDKBT kepada Fungsi Penag

Langkah 6: e 5KPDKB/SKPDKBT kepada Wajib Pajak. Tanda
n mengirm

Fungsi Penagiha '
KPDKET harus ditan

Penerimaan SKPDKB/S

datangani oleh Wajib Pajak.



€3.

Langkah 8 :

Fungsi Penagihan mengarsip SKPDKB/SKPDKRT

lemb. :
selanjutnya  Fungsi (lembar 2) beserta Tanda penerimaan,

Pelayanan dap Pengolah Data
SKPDKB/SKPSKBT atas setiap SKPDKB/SKPDKRT yang telah

Pajak.

memperbaharui  Daftar

dikirimkan kepada Wajib

Langkah 9 :

Wajib Pajak menerima SKPDKB/ SKPDKBT (lembar 1) dari Fungsi Penagihan dan

membayarkan Pajak yang terutang sesuai dengan prosedur pembayaran Pajak.

Penerbitan Surat Teguran

Langkah 1:

Berdasarkan prosedur penetapan STPD/SKPDKB/ SKPDKBT, Fungsi Pelayanan dan
Pengolah Data menyimpan dan mengarsip :

-  Daftar STPD;

- Daftar SKPDKB;

- Daftar SKPDKBT;

Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungs

berkoordinasi dengan Fungsi Penagihan agar memantau surat ketetapan BPHTB yang

i Pelayanan dan Pengolah Data

akan mendekati jatuh tempo.

Langkah 2 :

Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo,
persuasif kepada Wajib Pajak a

Fungsi Penagihan menghubungi dan
" gar melunasi BPHTB yang masih
melakukan pendekatan
f, meliputi:

terutang. Pendekatan persuasi
ui telepon; dan

- Menghubungi wajib pajak melal

Surat Pemberitahuan dan Himbauan.

- Mengirimkan



Langkah 3 :

ah D
(rangkap 2). 2 untuk meneritian Surat Teguran

Langkah 4 :

Langkah 5 :

ngsi P i iri
Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran kepada Waijib Pajak { rangkap 2, lembar

1 untuk Wajib Pajak dan lembar 2 sebagai arsip) dengan dilengkapi Tanda Penerimaan.

Langkah 6 :

Wajib Pajak menerima Surat Teguran (lembar 1) dan menandatangani Tanda

Penerimaan.

Langkah 7 :

Fungsi Penagihan mengembalikan Surat Teguran (lembar 2) dan Tanda Penerimaan
kepada Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data. Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data
mengarsip Surat Teguran tersebut dan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas

setiap Surat Teguran yang dikirimkan kepada Wajib Pajak.

D. BAGAN ALUR

Bagan Alur Penerbitan STPD

Fungsi Penagihan
mengirimkan kembali STPD
Lembar 2 utk di Arsip Fungsi
pelayanan & Pengolah Data

<\

Dari arsip SSPD, Fungsi Pelayanan &
Pengolah Data memeriksa setiap
SSPD yang tidak/kurang dibayar, salah
tulis, salah hitung, dan kena

bunga/denda

Fungsi Penagihan
mengirimkan STPD
ke Wajib Pajak

A 4
Fungsi Pelayanan & Pengolah

¥

jib Pajak
Fungsi Pelayanan & pengolah Data waj.' ! TPD Data mengarsip STPD dan
menerbitkan Daftar SSPD yang Menerima P memperbaharui Daftar STPD
eK - f?"; k Dibayar dan dari Fungsi atas STPD yang sudah
urang/Tidak Dibaya 2 D
. Punagthan (BTF dikirimkan

menerbitkan STPD dan
mengirimkannya ke Fungsi penagihan

7

lembar 1)




i

D.2

D.3

Bagan Alur Penerbitg, SKPDKB/SKPDKB
T

*—x

Dari arsip SSPD, Fungsi Pelayanan &
Pengolah Data memeriks, setiap
SSPD yang telah berjangka wakiu s
tahun semenjak dibayar Wajib Pajak
dan SKPDKB yang berjangka wakiy 5
Tahun sejak diterbitkan dap
menerbitkan Daftar SSPD/SKPDKg

yang tidak/kurang dibayar

Atas SSPD yang kurang dibayar
diterbitkan SKPDKB sedangkan atas
SKPDKB yang tldaltlkurang dibayar

diterbitkan SKPDKBT. Fungsi

Pelayanan & Pengolah Data
mengirmkan SKPDKB/SKPDKBT ke
Fungsi Penagihan

Fungsl Penagihan
mengirimkan
SKPOKB/skpDKaT
kepada Wajib pajag

Wajib Pajak
Menerima
SKPDKBISKPDKBT
dari Fungsi
Penagihan (STPD
lembar 1)

Bagan Alur Penerbitan Surat Teguran

Dari arsip STPD, SKPDKB, SKPDKBT
Fungsi Pelayanan & Pengolah Data
berkoordinasi dengan Fungsi
Penagihan memantau surat
ketetapan yang akan mendekati jatuh
tempo

Dalam jangka waktu 7 hari sefak jatuh
tempo, Fungsi Penagihan melakukan
pendekatan persuasil kepada wajib

Setelah 7 hari
Fungsi Penagihan
mengkonfirmasikan

pajak (melalui telepon atau surat
pemberitahuan dan himbauan

pembayaran)

kepada Fungsi
Pelayanan untuk
menerbitkan Surat ¥
Teguran kepada WP
yang belum

T

ungsi Peiayanan
menerbitkan Surat
Teguran dan
diteruskan kepada
Fungsi Penagihan
untuk dikirmkan
kepada Wajib Pajak

Fungsi Penagihan
mengirimkan kembali

A

SKPDKB/SKPDKBT Lembar 2
utk di Arsip Fungsi Pelayanan

& Pengolah Data

Y

Fungsi Pelayanan & Pengolah
Data mengarsip
SKPDKB/SKPDKBT dan
memperbaharui Daftar
SKPDKB/SKPDKBT atas
SKPDKB/SKPDKBT yang sudah
dikirimkan

Fungsi Penagihan
mengirmkan Surat Teguran
— kepada WP, dan

menyampaikan kembali arsip
Surat Teguran kepada Fungsi
“ Pelayanan

Fungsi Pelayanan & Pengolah
Data mengarsip Surat
Teguran dan memperbaharui
Daftar Surat Teguran yang
sudah dikirimkan




S
BEA PEROLEUHR:J HA?:?E PAJAK DAERAH
TANAH DAN BA
NGUNAN
NomOf . .
Tanggal Penerbitan : Kepada Yth,

Tanggal Jatuh Tempo
Tempat pembayaran

...............
..........
.................................................

.........
............
.....................................................

.........
.........................

gerdasarkan Peraturan Daerah Kota Ma
Tanah dan Bangunan, telah dilakukan
dan Bangunan terhadap :

gelang Nomor, . Tahun

Pemeriksaan pelafeann - 1 tentang Bea Perolehan Hak atas

aksanaan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah

Nama Wajib Pajak
plamat Wajib Pajak

Akta perolehan hak atas tanah dan/atay bangunan dengan :

Nomor

Tanggal
Jenis Perolehan Hak

Nomor Objek Pajak
Letak Objek Pajak

Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

Pokok BPHTB yang harus dibayar Rp.

Telah dibayar tanggal Rp.

. Pengurangan Rp.

. BPHTB yang kurang dibayar Rp.

. Sanksi administrasi Rp.

1.
2z
3
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2 + 3) Rp.
5
6
7

. Jumlah yang harus dibayar Rp.

Dengan Huruf ;

-

Magelang,

An. Kepala Dinas Pendapatan dan
pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang
{Jabatan pejobat yang ditunjuk Ka. Dinas)

NamMa..cerss SRR SRR
[ 2A——




Nama Wajib Pajak
A[amat

,Nomor Surat
Tanggal Penerbitan Surat :

piterima Tanggal
Nama Penerima
Tanda Tangan




MENGETAHUI :

Kepala Seksi

-------------

Nama dan NIP

Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data

Nama dan NIP

—— DATA WAJIB PAJAK DATA OBIEK Pruns
— WAk ] ——={ "oMORDAN
e s TANGGA, | PAJAKYANG PAJAK YANG
NAMAWP | ALAMAT wp NAK NOP | peneramay | KURANG SANKS! MASIHHARUS | KET
DAN/ATAU | PBB | oo DIBAYAR | ADMINISTRASI
D BPHTB DIBAYAR
BANGUNAN
T 2 : s s T——
_— — 6
— I 7 8 9 10
_.-——"\"_——* ‘—"_—N--_..\___
| —— |
L B
—1T
——r
"1
|
Magelang,




e ———————EAI ST

KOP DINAS

SURAT KETETAp
AN PAJAK
BEA PERQ DAERAH kuRrA

LEHAN HAK ATAS TANAH DAN B':GNSSLPAT\I
NomOl’ )
Tanggal Penerbitan Kepada Yth,
TanggalJatuhTempo =
Tempat Pembayaran : ---uu._...“"“"""-““""""“"::::::: .........................

T

.................................

gerdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor
Tanah dan Bangunan, telah dilakukan pemeriksg;a

unan,  telah dilakukan pemerikenns ae T tentang Bea Perolehan Hak atas
pelaksanaan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah ¢

N atau berdasarkan keterangan lain mengenai

an Bangunan terhadap :
Nama Wajib Pajak

Alamat Wajib Pajak

Akta perolehan hak atas tanah dan/atay bangunan dengan :
Nomor

Tanggal

Jenis Perolehan Hak

Nomor Objek Pajak

Letak Objek Pajak

Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumiah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp.
2. Nifai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2) Rp.
4. Pajak yang seharusnya terutang = 5% X Rp. ..c........{3) Rp.
5. Pengenaan Hibah Wasiat/Waris/Hak Pengelolaan = 50% x Rp. ...........{4) Rp.
6. BPHTB yang seharusnya dibayar (4 atau 5) Rp.
7. BPHTB yang telah dibayar Rp.
8. Diperhitungkan :
8.a. Pokak STPD Ro.
8.b. Pengurangan .
8.c. Jumlah (8.2, + 8.b.) e
Rp.
8.d. Dikurangi pokok SKPDLB R"
8.e.Jumlah (8.c. - 8.d.) i
[ Rp.
9. Jumlah yang dapat diperhitungkan (7 + 8.e.) -
10. B i
L___jTB yang kurang dibayar - , o
11. Sanksi Administrasi berupa bunga (sesuai Pasal...Perda No. Tahun ceeee
h__&ljga = s bulan x 2% x Rp. .....{10) Hi
12. Jumlah yang masih harus dibayar (10 + 11)
Dengan Huruf
L I
Magelang,

An. Kepala Dinas Pendapatan dan

pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang
(Jabaton pejobat yang ditunjuk Ka. Dinas)




KOP DINAS

SURAT KETETAPAN p
AJAK DAER
BEA PERQ ERAH KURANG A
LEHAN HAK ATAS TANA DAN Bm:;LmBNAHAN
Nomor ) .
Tanggal Penerbitan . Kepada Yth,
TanggalJatuhTempo .

Tempat Pembayaran

gerdasarkan Peraturan Daerah Kota Mg
Tanah dan Bangunan, telah dilaky
pelaksanaan kewajiban Bea Perolehan

gelang Nomor. «ue. Tahun
kan Pemeriksaan 3
Hak atas Tanah dan B

........... tentang Bea Perolehan Hak atas

tau berdasarkan keterangan lain mengenai

Nama Wajib Pajak angunan terhadap
am

Alamat Wajib Pajak

Akta perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan :

Nomor

Tanggal

Jenis Perolehan Hak
Nomor Objek Pajak
Letak Objek Pajak

Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

i Nilal Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp.

Nilal Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTXP) Rp.

Nilal Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2) Rp.

Pajak yang seharusnya terutang = 5% x Rp. ........(3) Rp.

Pengenaan Hibah Waslat/Waris/Hak Pengelolaan = 50% x Rp. ............(4) Rp.

ol (8o B ] Tl

BPHTB yang seharusnya dibayar (4 atau 5) Rp.

BPHTB yang telah dibayar fp.

8. Diperhitungkan :
8.a. Pokok STPD i
8.b. Pengurangan e
8.c. lumiah (8.2. + 8.b.) iy
8.d. Dikurang| pokok SKPOLB ::
8.e. Jumlah (8.c.- 8.d.} -

Rp.
9. Jumlah yang dapat diperhitungkan (7 + 8.e.) m
i 0.
10. BPHTB yang kurang dibayar
st

Rp
11. Sanksi Administrasi berupa bunga (sesuai Pasal...Perda No. Tahun co.es)
Bunga= ... bulan x 2% x Rp. .....{10) =
12, Jumlah yang masih harus dibayar (10 + 11}
Dengan Huruf :
-.h—"‘_
Magelang,

An. Kepala Dinas Pendapatan dan

pengelofaan Keuangan Daerah Kota Magelang
(labotan pejobat yang ditunjuk Ka. Dinas)




//1 DATA WAJIB PAIAK DATA OBIEK pasag ——
NO — LETak | NOMGR Dan PAJAK
TANGGAL YANG PAJAK YAN
NAMA WP ALAMAT wp D::NAH NoOP PENERBITAN KURANG SANKSI M:’Sl: i ARSS KET
/ATAy | PBB SSPD BPHTY DIBAYAR | ADMINISTRAS) DIBAYAR
I BANGUNAN
| 2 3 a \F\
1 1 5 6
] T e L 8 9 10
| — D B
1 ““‘“\__
'—"_-—_-.—_ [ ——
T e e
-—’_—' j
1
| — ——
1S
[

MENGETAHUI :

Kepala Seksi .............

Nama dan NIP

Magelang,

Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data

Nama dan NIP




cepada Yth. KOP DINAS

Nama Wajib Pajak

Alamat
SURAT TEGURAN
Nomor ;

-------
R L T TR,
.....

nurut pembukuan dan tatg '
Me : i - usaha pada Dinas Pendapatan ¢
Kota Magelang, NINgga saat ini Saudara masih mem a1an dan Pengelolaan Keuangan Daerah

S
JENIS PAJAK NO DAN TANGGAL
- ———— | TaNGGAL JUMLAH
SKPDKB SKPDKBT JATUHTEMPO | TUNGGAKAN
T e PEMBAYARAN PAJAK
JUMLAH
DETRARK FHUTEIT 3 axansmonsassnssoimsnsasssrssisssisomasents eisosssssei sipmisssntoos rictosssecom

................................
................................................................................................................

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah
tunggakan BPHTB dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan Pajak tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera
melaporkan kepada kami.

Magelang,

Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Magelang




e ———————

Nama Wajib Pajak

A|amat
SURAT TEGURAN
Nomor :

-----
------------------

Menurut pembukuan dan tata usaha

; pada Di
Kota Magelang, hingga saat ini Saudar Inas Pend

a
amasih mempun Patan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Yai tunggakan BPHTB sebagai berikut :

- —
JEN*S PAJAK ____,____@O DAN TANGGAL
STPD R TANGGAL JUMLAH
SKPDKB SKPDKBT JATUHTEMPO | TUNGGAKAN
— PEMBAYARAN PAJAK
JUMLAH

Dengan Huruf :

------------------------------------------
...............
----------------------------------------------------------------------------------------

...................................
...................
------------------------------------------------------------------------------------------

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah
tunggakan BPHTB dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan Pajak tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera
melaporkan kepada kami.

Magelang,

Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Magelang

TA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO



LAMPIRAN V)1

PERATURAN WALIKOTA
MAG
NGO : ELANG

TAHUN

PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurangan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan

dan Pengolah Data DPPKD dalam mgnkaji dan menelaah guna persetujuan/penolakan

atas pengajuan pengurangan BPHTB yang terutang dari Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan

kemudian menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan berdasarkan dokumen
pendukung pengajuan dan data terkait objek pajak.

Pemberian pengurangan sendiri dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota yang

berisi tentang kriteria dan kategori pengurangan Pajak yang terutang.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pengurangan atas BPHTB terutang

menurut surat ketetapan BPHTB yang telah diterbitkan sebelumnya.

2. Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:

menerima, menelaah, dan memeriksa permohonan pengajuan pengurangan
BPHTB;

menerbitkan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB;

meneliti objek pajak dengan data base;

menerbitkan Berita Acara pemeriksaan, dan

menerbitkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB atau Surat

Keputusan Pengurangan BPHTB.




. LANGKAH-LANGKAH TEKN(s

Langkah 1:

Langkah 2 :

i Pela
Fungsi yanan dan Pengolah Data menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB

Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data kemudian memberikan Tanda Terima Pengajuan
Pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak.

Langkah 3:

Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan
BPHTB berdasarkan data base objek pajak. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan atas
kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketetapan atau kriteria dalam

Peraturan Walikota. Untuk selanjutnya mengarsip Surat Pengajuan Pengurangan dari Wajib
Pajak.

Langkah 4 :
Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan:
- Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang ditolak) atau,

- Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui).

Langkah 5:

Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.

Langkah 6 :

Fungsi Pelayanan dan pengolah Data mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan

Pengurangan BPHTB (bagi yang ditolak) atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (bagi

yang disetujui) kepada Wajib Pajak.



——r——

Langkah 7 :

prosedur pembayaran BPHTB.

BAGAN ALUR

g3juan Pen

BUrangan beserta dokumen
Fungsi Pela

Yanan & Pengolah Data

!

Fungsi Pelayanan & Peng

olah Data menerima Surat Pengajuan
Pengurangan dari

WP dan memberikan Tanda Terima

)

Fungsi Pelayanan & Pengolah Data menelaah dan memeriksa surat
permohonan pengurangan berdasarkan data base dan Peraturan
Walikota tentang Pemberian Pengurangan BPHTB

l

Fungsi Pelayanan mempersiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan Surat
Keputusan atas pengajuan Pengurangan oleh WP

}

Setelah Surat Keputusan ditandatangani oleh pejabat yang berwen.ang,
Fungsi Pelayanan & Pengolah Data mengirimkan kepada Wajib Pajak




KOP DINAS

KEP
U';lél:.éN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN
ELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KOTA MAGELANG
NOMOR

"
...........................

TENTANG
PEMBERIAN PENGU RANGAN

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TERUTANG

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang,

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

: KEPUTUSAN  KEPA

¢ Surat Permohonan Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan oleh Wajib Pajak :
Nama :
Tanggal
Nomor

.......................................................

hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang sebagaimana
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan :

Nomor "
Tanggal :.. S ——R——

b. bahwa terdapat / tidak terdapat *) cukup alasan untuk
mengurangkan besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan yang terutang;

. a. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor ...... Tahun ....... tentang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

b. Peraturan Walikota Magelang Nomor .......... Tahun ... tentang
Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan.

MEMUTUSKAN :

LA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN

DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PEMBERIAN

KEUANGAN K ATAS TANAH DAN BANGUNAN

PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HA
YANG TERUTANG.



pERTAMA

KEDUA

KETIGA

Mengabulka
atas Tanah d:{\“g?:\:?:: : Permahanan Pengurangan Bea Perolehan Hak
Nama Wajib Pajak n Yang terutang kepada Wajib Pajak :
Alamat Wajib e ———
Letak Objek Pajak e —
2:;: /p;ro:e:an hak atas tanah dan/atau bangunandengan .....
Sa1ah  Lelang/Keputusan Pemberian Hak/Putusan Hakim/
Dokumen |ainnya**) .

Nomor o

TaFagal e R AP

NOP S ——

letak Objek Pajak ;T
. Sesuai

dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum
PERTAMA, maka besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

a. BPHTB Terutang :Rp.

b. Besarnya pengurangan (...%xRp. ...}  :Rp.

C. Jumlah BPHTB yang seharusnya dibayar  :Rp.
(=1 oI [

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan

ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



KEEMPAT + 3. Asli

Ditetapkan dj Magelang
Pada tangga|

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA MAGELANG

NAMA

_ NIP.
*)  Coret yang tidak perlu

**) Diisi sesuai keperiuan

Ditetapkan|ci Magelang
pada tangga

TA MAGELANG,

YA
Tz Y|
> ii. SUB. BAG




KEEMPAT D a.

Ditetapkan dj Magelang
Pada tangga|

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA MAGELANG

NAMA

*¥) Coret yang tidak perlu NIP.

*¥) Diisi sesuai keperluan

Ditetapkan fli Magelang
pada tanggd|

TA MAGELANG,

-

SIGIT WIDYONINDITO



